
 
 

 
 

 
 

 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 17 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 39 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan 
hibah dan bantuan sosial, dan dengan diberlakukannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial  yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan 

kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5430); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14 dan 15  dari hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial  yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
31); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E No. 8, Tambahan Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KENDAL NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA 
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PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 
Seri E No. 34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
207) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) 
angka yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/barang. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
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keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan 

pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran 

SKPD. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan 
selaku Bendahara Umum Daerah. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah. 

16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 
sosial. 

17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat 
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara 

pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar 
untuk mecegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan 

nepotisme dalam Pegadaan Barang/Jasa. 

20. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
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membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

21. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kendal 
baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang 
bersifat khusus. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada : 

a. Pemerintah pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah; dan/atau; 

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 
urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program 
dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 
masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi kriteria paling sedikit : 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : 

1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 
 

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 
 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan 

kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah 
yang bersangkutan.  

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada 



 7 

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam 

rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah 
Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan 
lembaga : 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh 

Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan 

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau 
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
 

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit : 

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili; 

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa 
setempat atau sebutan lainnya; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan 
di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk 

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah pemberi Hibah. 
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(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit :  

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 
(tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan; dan 

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

6. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (3a) dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 9 
 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan 

Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan 

usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(2) 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 
Bupati melalui TAPD. 

(3a) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak boleh melebihi besaran usulan hibah yang 

telah disampaikan kepada Bupati.  

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

(5) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum 
penetapan KUA-PPAS. 

(6) Dihapus.  

7. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 
 

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 
 

9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 12 
 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) 

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam 
rancangan KUA dan PPAS. 

(1a) Besaran alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan 
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
melebihi besaran yang direkomendasikan oleh Kepala SKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
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(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, 

barang, dan/atau jasa. 
 

10. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 
Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 13A 
 

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja 
tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, 

dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. 
(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah; dan/atau 

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia. 

(3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam 

kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam 
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 
belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau 

jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 

 

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni 

Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14A 
 

(1) Dalam hal besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan 

dalam APBD mengakibatkan : 

a. besaran alokasi anggaran hibah yang ditetapkan kurang 

dari jumlah usulan hibah yang telah disampaikan oleh 
calon penerima hibah, dalam hal hibah berupa uang; atau 

b. besaran alokasi anggaran hibah yang ditetapkan tidak 

dapat memenuhi seluruh usulan hibah yang telah 
disampaikan oleh calon penerima hibah, dalam hal hibah 
berupa barang dan/atau jasa; 

maka calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) merevisi usulan hibah yang telah 

disampaikan kepada Bupati untuk disesuaikan dengan 
alokasi anggaran hibah yang telah ditetapkan.  

(2) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari 
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(3) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan alokasi anggaran hibah yang telah 
ditetapkan dalam DPA-PPKD atau DPA-SKPD. 

(4) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. revisi dilakukan melalui efisiensi terhadap usulan yang 
telah disampaikan, antara lain melalui pengurangan 

volume/komponen belanja dan sebagainya; dan 

b. revisi dilakukan dengan tidak menambah rincian 

kegiatan/barang/jasa yang tidak tercantum dalam usulan 
hibah yang telah disampaikan. 

(5) Revisi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dievaluasi kembali oleh Kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9. 

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dituangkan dalam Berita Acara. 

(7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) Bupati menetapkan penerima hibah. 
 

Pasal 14B 
  

Usulan hibah yang telah direvisi dan disesuikan dengan DPA-

PPKD atau DPA-SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan usulan hibah yang sebelumnya telah 
disampaikan kepada Bupati dan dievaluasi oleh Kepala SKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 27 
 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, 
terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau 

keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau 
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan 
besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima 

dan/atau atas usulan kepala SKPD. 

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari 

pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon 
penerima. 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat 

diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan. 

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

13. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 31 
 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan 

tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi 
usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Bupati melalui TAPD. 

(3a)  Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak boleh melebihi besaran usulan yang telah 

disampaikan kepada Bupati. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

14. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 32 
 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (3) dan ayat (4) 

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan 
sosial  dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(1a)  Besaran alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan 

KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh melebihi besaran yang direkomendasikan oleh Kepala 

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa 

uang dan/atau barang. 

15. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni 

Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, dan Pasal 35E 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 35A 
 

(1) Dalam hal besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan 

dalam APBD mengakibatkan : 

a. besaran alokasi anggaran bantuan sosial yang ditetapkan 

kurang dari jumlah usulan bantuan sosial yang telah 
disampaikan oleh calon penerima bantuan sosial, dalam 
hal bantuan sosial berupa uang; atau 

b. besaran alokasi anggaran bantuan sosial yang ditetapkan 
tidak dapat memenuhi seluruh usulan bantuan sosial 

yang telah disampaikan oleh calon penerima bantuan 
sosial, dalam hal bantuan sosial berupa barang; 

maka calon penerima bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merevisi usulan bantuan 
sosial yang telah disampaikan kepada Bupati untuk 
disesuaikan dengan alokasi anggaran bantuan sosial yang 

telah ditetapkan.  

(2) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan surat 
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pemberitahuan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31. 

(3) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi anggaran bantuan 

sosial yang telah ditetapkan dalam DPA-PPKD atau DPA-
SKPD. 

(4) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. revisi dilakukan melalui efisiensi terhadap usulan yang 

telah disampaikan, antara lain melalui pengurangan 
volume/komponen belanja dan sebagainya; dan 

b. revisi dilakukan dengan tidak menambah rincian 

kegiatan/barang/jasa yang tidak tercantum dalam usulan 
bantuan sosial yang telah disampaikan. 

(5) Revisi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)dievaluasi kembali oleh Kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31. 

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dituangkan dalam Berita Acara. 

(7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial. 
 

Pasal 35B 
  

Usulan bantuan sosial yang telah direvisi dan disesuaikan 
dengan DPA-PPKD atau DPA-SKPD merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan usulan bantuan sosial yang 
sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati dan dievaluasi 
oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

 

Pasal 35C 
 

(1) Kepala SKPD dapat mengajukan usulan bantuan sosial. 

(2) Pengajuan usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan program dan kegiatan 
yang dituangkan dalam renja SKPD. 

(3) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas Usulan bantuan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

 
Pasal 35D 

 

(1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35C ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 
bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Besaran alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan 
KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh melebihi besaran yang diusulkan oleh Kepala SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C. 

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa 
uang dan/atau barang. 
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Pasal 35E 

 

Ketentuan mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 berlaku mutatis 
mutandis terhadap bantuan sosial yang diusulkan oleh SKPD. 
 

16. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 42 
 

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 
bantuan sosial meliputi : 

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan 

sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 
kepada Bupati, atau usulan Kepala SKPD dalam hal 
bantuan sosial diusulkan oleh Kepala SKPD yang 

bersangkutan; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima 

bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan 

sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial 
bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 
 

17. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB 

V A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB VA 

KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 47A 
 

(1) Khusus untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam 

rekening APBD yang sumber pendanaannya berasal dari 
Dana Alokasi Khusus atau Bantuan Keuangan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah maka berlaku ketentuan sebagai 

berikut : 
a. tata cara pengusulan, perencanaan, dan penganggaran 

dikecualikan dari ketentuan hibah dan bantuan sosial 
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan 

b. tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban tetap berpedoman pada ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Proses pengusulan, perencanaan, dan penganggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman 
pada ketentuan dan/atau petunjuk teknis yang mengatur 

mengenai Dana Alokasi Khusus atau Bantuan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Kendal. 

 
Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 28 Mei 2018 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap ttd 
 
 

MIRNA ANNISA 
 
 

Diundangkan di Kendal 
Pada tanggal 28 Mei 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 17 

 


